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Dewan Dinilai

® Sambungan Hal 13

kunjung dapat disahkan.

Winata. anggota LBH ILAI
DIY mengungkapkan, awal
Agustus 2017 ini Raperda
disabilitas di Kota Yogya-
karta ditolak oleh Biro Hu-
kum Pemerintah DIY karena
terkesan mengatur ulang
norma-norma yang sudah
diatur dalam UU No. 8 Ta-
hun 2016.

“Dari segi substansi draf
yang diserahkan ke Biro
Hukum terkesan kurang
baik karena masth banyak
meng-copy paste UU. Kon-
disl ini mengharuskan Ra-
perda harus dirombak lagi,”
katanya.

Lanjutnya, hal ini patut
disesalkan karena dalam
menyusun draf Raperda
yang disampaitkan ke Biro
Hukum Pemerintah DIY,
pansus DPRD Kota Yogya-
karia tidak memperhatikan
masukan organisasi pe-
nyandang disabilitas.

“Perubahan draf Raperda
yang disusun oleh DPRD
Kota (Yogyakarta) juga tidak
dikomunikasikan kepada
komunitas penyandang di-
sabilitas Kota Yogya,™ sesal
nya.

Oleh sebab itu pihaknya
sangat kecewa dan menye-
salkan, lantaran Kola Yog-
yakarta terbilang lambat
dalam hal pengesahan per-
da disabilitas dibandingkan
empat kabupaten lain di
DIY.

Untuk itu, pihaknya men-
desak DPRD Kota Yogya-
karta untuk segera menin-
daklanjuti apa yang disam-
paikan Biro Hukum DIY,
Pihaknya hanya bisa berha-
rap DPRD Kota Yogyakarta
segera merombak draf ter-
scbut sehingga bisa segera
disahkan.

Sementara itu, Nuning
Suryaningsih selaku Di-

tektur Cigal menilat, DPRD

Eota Yogyakarta tidak serius
dalam menyusun Perda Di-
sabilitas.

“Kami sudah berulangkali
mengadakan pertemuan de-
ngan pansus, namun nya-
tanya masukan-masukan
dari kami tidak digunakan.
Mereka malah mengadopsi
80-90 persen dari UU." je-

lasnya.

Dikatakan dia, beberapa
masukan yang dilontarkan
Cigal dalam pertemuannya
dengan Pansus di antara-
nya, mereka meminta agar
para penyandang disabili-
tas bisa mendapatkan pe-
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kerjaan, pendidikan, serta
pelayanan kesehatan yang
lavak.

“Kami hanya mendetail-
kan apa yang sudah ada da-
lam UU. semisal pekerjaan,
pihak BUMN harus merek-
rut karyawan disabilitas se-

1 persen dari total karyawan
perusahaan tersebut, bukan
malah, dihitung dari seratus
orang,” urainya.

Sedang dalam hal pendi-
dikan, lanjutnya, pihaknya
meminta agar lebih
lagi didirikan sekolah inklu-
si. Sementara dalam hal ke-
sehatan

kan, kan jadi tidak run-
tun atau selaras, kenapa
ditolak?" ungkap Fauzan,
Selasa (8/8).

la menegaskan bahwa
raperda bukan merupa-
kan pendelegasian dari UU
nomor 8 tahun 2016. Ra-
perda yang disusun DPRD
Kota Yogyakarta ini meru-
pakan aturan yang berdiri
sendiri.

“Kita itu dasarnya berdiri
sendirl, bukan pendelegasi-
an UU. Kita mau meminta
Klarifikasi ke Biro Hukum
DIY akrena setahu saya ka-
lau dari UU ke perda itu be-
lum pcrna.h ada pcnd.el.ega.at-

agar setiap rumah sakit me-
nyediakan tim medis yang
mampu berelasi dengan kli-
en disabilitas.

Sebelumnya, Ketua Pani-
tia Khusus (Pansus) Raper-
da Penyandang Disabilitas,
M Fauzan kecewa raperda
harus mengalami revisi. ter-
lebih beberapa pasal harus
dihapus sehingga menurut-
nya, raperda menjadi tidak
runtut.

“Pasal kita kan me-
nyambung dengan aturan
atasnya yakni UU nomor
& tahun 2016 tentang pe-
nyandang disablitas, nah
kalau tidak disambung-
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Pmsus Raj penyan-
dang disabilitas menerima
surat balasan darl Peme-
rintah Provinsi DIY. Dalam
surat tersebut disebutkan
bahwa raperda tidak boleh
mencantumkan kembali
norma-morna yang sudah
diatur aturan diatasnya,
vakni UU nomor 8 tahun
2016 dan Perda DIY tentang
disabilitas.

“Kalau tidak disambung-
kan, kan juga susah selaras
dengan UU tersebut, Kalau

pasal dari kami dihapus, &

maka jadi tidak runtun dan
sepertl membuat raperda
baru,” jelasnya. (sis/gil)
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